BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 35 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN MATA PELAJARAN ATAU
PROGRAM PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABANAN,

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengambilan Mata Pelajaran atau
Program Pendidikan di Kabupaten Tabanan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah  Kabupaten Tabanan
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Tabanan
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun
2009 tentang  Sistem = Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 14);

6. Peraturan Daerah  Kabupaten Tabanan
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 13);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN MATA
PELAJARAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengambilan Mata Pelajaran atau Program
Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 36)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dihapus dan angka 12
Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah Pemerintahan
Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Tabanan.

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan.

6. Pendidikan adalah wusaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, aklak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara, yang
diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.
Jalur Pendidikan adalah wahana yang
dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat pengembangan peserta didik,
tujuan yang akan = dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang
didasarkan pada kekhususan tujuan
pendidikan suatu satuan pendidikan.
Satuan pendidikan adalah kelompok
layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur
formal, nonformal dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Dihapus.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan
yang tersetruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar.

Pendidikan non formal adalah jalur
pendidikan diluar pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.

Pendidikan informal adalah pendidikan
yang dilaksanakan secara mandiri oleh
masyarakat atau  keluarga dengan
mengacu Kurikulum yang berlaku.
Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
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untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.

16. Pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.

17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah
kegiatan pelaksanaan komponen-
komponen system pendidikan pada
satuan/ program pendidikan pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional.

18. Peserta didik adalah anggota masyarakat
yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu.

19. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang
harus diajarkan atau dipelajari untuk
satuan pendidikan.

20. Program Pendidikan adalah aktivitas yang
memuat kebulatan pengalaman belajar
dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan dan
sikap yang dilaksanakan oleh masing-
masing jurusan.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 1 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Persyaratan pengambilan mata pelajaran
atau program pendidikan sebagai pedoman
bagi Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku
kepentingan (stakeholders) lainnya dalam
tata cara pengambilan mata pelajaran atau
program pendidikan di Kabupaten Tabanan.

(2) Dihapus.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI TABANAN,
TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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